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LAMPIRAN

Lampiran 1. Transkrip Rekaman Wawancara dengan Walhi Sulteng

Nama Informan: Sunardi Katili

Posisi Informan: Direktur Walhi Sulteng

Tanggal, Waktu: 27 April 2014

Tema Wawancara: Implementasi Prinsip EC dalam PT IMIP

Keterangan Materi Wawancara

Peneliti Bagaimana pendapat WALHI Sulawesi Tengah tentang dampak 
lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas pertambangan di Indonesia 
Morowali Industrial Park?

Informan Terima kasih. Sebelumnya saya Sunardi. Saya Direktur Eksekutif Daerah 
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Sulawesi Tengah. Nah memang visi 
besar dari Walhi ini, Sulawesi Tengah khususnya, dan Walhi secara umum 
kan ada di 28 provinsi. Pusatnya ada di Jakarta. Memang isi besarnya itu 
bagaimana penyelamatan lingkungan dan penyelamatan ekologi, lalu 
kemudian bagaimana melakukan pembelaan terhadap hak asasi manusia 
yang terdampak atas situasi kerusakan ekologi. Nah dua sisi besar itu 
memang dari sejak tahun 1980 berdirinya walhi nasional. Kalau di 
Sulawesi Tengah sendiri itu berdiri sejak tahun 1992. Kalau nggak salah 
ya dan memang sampai hari ini pun juga kami menyoroti terkait dua hal 
besar yang pertama itu soal pertambangan dan perkebunan. Ataupun 
misalkan proyek-proyek strategis nasional yang kemudian berdampak 
pada kerusakan ekologi dan hak asasi manusia. 

Selama mereka mengembangkan kawasan industri tersebut, ada beberapa 
catatan memang yang terjadi khususnya di IMIP. Dampak-dampak yang 
dirasakan oleh masyarakat sekitar termasuk kerusakan lingkungan yang 
terjadi di sana. Nah dari beberapa catatan, misalkan dampak 
lingkungannya adalah rusaknya ekosistem terumbu karang ataupun 
rusaknya pesisir yang ada di Bahodopi. Hutan mangrove ataupun 
misalkan kawasan ekosistem laut dan terumbu karang berdampak pada 
kehidupan ikan yang tentunya berkorelasi erat dengan kehidupan sebelum 
kedatangan industri pengolahan nikel yang ada di Morowali. Sebelumnya, 
wilayah tangkap nelayan di sana itu tidak jauh dari wilayah pemukiman, 
yaitu di sekitaran pesisir. Namun, sejak kedatangan kawasan industri 
pengolahan nikel yang ada di Morowali, nelayan itu memperoleh ikan 
atau menangkap ikan itu jauh bermil-mil ke luar pantai itu.

161



Selanjutnya, mangrove juga sangat terancam di sana pada saat 
pembangunan jetty. Di dalam kawasan industri pengolahan nikel itu kan 
ada ada tiga ya. Terdapat tiga komponen, ada yang namanya shelter atau 
pengolahan or atau tungku pengolahan bahan baku tanah yang 
mengandung nikel namanya, lalu kemudian ada PLTU pembangkit listrik 
tenaga uap captive yang menggunakan batubara, kemudian ada jetty atau 
dermaga bongkar muat or ataupun bongkar muat batubara ataupun 
bongkar muat yang terkait dengan kawasan industri. Nah pembangunan 
Jetty dalam hal ini pembangunan infrastruktur itu juga seperti tadi saya 
bilang lahan-lahan pesisir dan daerah pesisir yang sebelumnya ada hutan 
mangrove itu akhirnya terancam bahkan sudah tidak ada lagi sampai hari 
ini. Terdapat sebuah industri yang menimbun ribuan hektar mangrove. 

Selain itu, terjadi juga konflik antara masyarakat nelayan di sana terkait 
dengan wilayah tangkapan yang terganggu akibat pembangunan jetty. 
Selain itu, air pengolahan yang dihasilkan oleh smelter pada saat 
pengolahan air itu kan suhunya tinggi ya. Suhunya sangat tinggi dan panas 
sekali. Itu pembuangannya ke laut sehingga akan berpengaruh terhadap 
ekosistem kehidupan ikan-ikan yang ada di laut. Belum lagi misalkan 
penggunaan batubara PLTU dimana power atau energi pembangkit listrik 
untuk menggerakkan PLTU menggunakan batubara. Nah itu kan 
berpengaruh terhadap udara ya.

Asap yang dihasilkan PLTU berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat 
yang berada di daerah sekitar, misalkan Bahodopi. Dari catatan Walhi, ada 
sekitar 1,750 warga yang berada di kawasan terkena penyakit ISPA. Di 
sekitar wilayah Stardust SS Investment yang didalamnya ada GNI atau 
gunbuster nickel industry. Atau misalnya di Bahodopi,  sekitar 50% 
jumlah penduduk di 50% itu mengidap penyakit ISPA. Nah contoh yang 
lain, pencemaran terhadap air, misalkan di beberapa desa yang lain itu 
terkena penyakit kulit, misalnya di desa Gunungtimbe. Diduga karena air 
yang digunakan tercemar dari pengolahan nikel.

Jalan umum yang digunakan industri. Buruhnya saat berangkat kerja 
menggunakan jalan umum sehingga berdampak terhadap kecelakaan lalu 
lintas. Dampak lainnya misalkan pertambangan ini masuk kawasan hutan. 
Industri seperti ini membabat hutan sehingga terjadi deforestasi, degradasi 
lahan sehingga saat intensitas hujan tinggi, ini akan berdampak terhadap 
banjir bandang yang tentu akan merugikan masyarakat setempat.

Nah kita tau saat ini Pemerintah mengeluarkan satu kebijakan yaitu 
hilirisasi. Kawasan ini menjadi kawasan strategis nasional yang sumber 
dayanya menjadi bahan baku untuk pemenuhan baterai listrik untuk 
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kendaraan listrik di Eropa Amerika dan seterusnya. Artinya penggunaan 
batubara dalam pengolahan detail untuk bahan baku materi listrik itu 
justru menyumbang CO2 di udara dan perubahan iklim. Regulasi 
pemerintah untuk mengurangi suhu bumi melalui pembatasan kendaraan 
bermotor. Memang benar bahwa kendaraan bermotor, selain sampah 
apalagi sampah plastik, penggunaan batu bara, deforestasi, ini semua 
penyebab CO2 dan bersirkulasi terhadap iklim sehingga suhu bumi bisa 
naik. 

Berdasarkan Paris Agreement, pemerintah kan ingin agar suhu bumi tidak 
melebihi 2 derajat celcius dan pemerintah Indonesia berusaha menekan 
hingga ke 1,5 derajat celcius. Namun, di sisi lain pemerintah masih 
memberikan keleluasaan terhadap penggunaan batu bara. Nah, misalkan 
kemarin keluar Perpres Nomor 112 Tahun 2022 tentang percepatan EBT. 
Perpres ini tidak melarang penggunaan batu bara dalam kawasan industri, 
yang dilarang hanya PLTU oleh PLN. Artinya, ini masih ambigu. Di sisi 
lain melarang, tapi di sisi lain juga membolehkan. Misalkan pemerintah 
membatasi penggunaan batu bara hingga tahun 2050, kita tidak bisa 
memprediksi bahwa penggunaan atau pengelolaan industri nikel itu 
kurang dari tahun 2050. 

Itu kurang lebih gambaran singkat yang dirasakan oleh lingkungan dan 
masyarakat. Masyarakat dalam artian dampak terhadap HAM.

Kemudian, mengenai sikap pemerintah hari ini. Seperti yang kita tahu, 
kebijakan hilirisasi, Perpres Nomor 112, kami menilai ini ambigu. 
Seharusnya penggunaan batu bara dihentikan karena bisa meningkatkan 
suhu bumi. Dialihkan ke energi yang lain, yang lebih ramah lingkungan, 
seperti air, udara, matahari. Energi lain yang sebetulnya bisa lebih ramah 
lingkungan sehingga isu-isu mengenai energi bisa dijawab. 

Peneliti Bagaimana sikap pemerintah daerah di Sulawesi Tengah mengenai isu 
yang terjadi? Apakah sikapnya sama seperti pemerintah pusat yang 
mementingkan hilirisasi? Mungkin ada kecenderungan sikap yang berbeda 
antara sikap pemerintah daerah dan pusat mengenai isu ini?

Informan Sejauh ini yang saya amati, terkait dengan menekan sumbangan CO2 ke 
bumi, ke udara, pemerintah melalui gubernur Sulawesi Tengah telah 
mengeluarkan surat edaran mengenai penggunaan batu bara dikurangi 
10%. Artinya, ada tahapan yang dilalui industri untuk mengurangi 
penggunaan batu bara. Justru dalam fakta di lapangan, itulah regulasinya. 
Tapi dalam faktanya, industri masih jor-joran dalam menggunakan batu 
bara. Pemerintah provinsi maupun kota memiliki kewenangan yang 
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terbatas. Mereka hanya bisa memantau. Jauh sebelum adanya UU 
Ciptaker, omnibus law, perizinan pertambangan dipegang oleh daerah. 
Hari ini, kewenangan tersebut telah dialihkan ke pusat jadi posisi 
pemerintah daerah hanya pemantauan saja. Ataupun misalnya dalam 
proses perizinan, komponennya adalah mengeluarkan izin lingkungan, 
rekomendasi-rekomendasi lainnya. Artinya antara pemerintah pusat dan 
pemerintah daerah, mereka saling mendukung kebijakan hilirisasi atau 
kebijakan proyek strategis nasional. Namun, tidak saling mendukung pada 
saat pencegahan, pada saat kerusakan lingkungan, ataupun pelanggaran 
HAM. Hari ini, kami menilai bahwa hal tersebut masih diabaikan.

Buktinya banyak, misalnya konflik agraria. Ada masyarakat yang 
diinterogasi, ditangkap, bahkan ada yang sampai diadili di penjara. Ada 
banyak contoh, bukan hanya pertambangan nikel, pertambangan emas di 
Sulteng pun mengalami hal yang serupa. Ini dalam aspek HAM. Dalam 
aspek ekologi pun terjadi hal yang sama. Terjadi kerusakan, banjir, 
pelepasan kawasan hutan. Menurut Walhi, ini masih diabaikan oleh negara 
baik oleh pemerintah pusat maupun daerah.

Mengenai pendapatan daerah, bagi saya, sebenarnya ini tidak berpengaruh 
signifikan terhadap kehidupan rakyat yang hidup di Morowali, Morowali 
Utara, ataupun Sulawesi Tengah secara umum. Artinya bahwa hak dasar 
rakyat seperti pendidikan, kesehatan, fasilitas umum masih sangat 
ditanggung oleh masyarakat di sana. Fasilitas kesehatan juga masih bayar. 
Atau fasilitas umum seperti jalan masih rusak. Sementara, hasil produksi 
nikel itu sebenarnya sangat melimpah, tetapi dibawa lari keluar oleh 
investor. Negara hanya diberikan sedikit. Misalnya dana bagi hasil atau 
Royalti dari pertambangan hanya sedikit yang masuk APBN. Lalu, 
kemudian dikucurkan melalui dana dekonsentrasi, pembagian hasil yang 
didapatkan melalui APBD. Jumlahnya sangat sedikit sehingga tidak 
menyentuh kehidupan hidup masyarakat. Seharusnya dengan adanya 
nikel, ini mensejahterakan kehidupan rakyat, bukan hanya di Morowali, 
bahkan Indonesia. Belum lagi kenaikan harga sembako yang terjadi 
karena dinamika global. Harga minyak mahal. Maka dari itu, apabila 
dikatakan hasil industri menaikkan kesejahteraan masyarakat, hal ini 
masih belum terjadi. Begitu kurang lebih. 

Peneliti Apakah Indonesia mendapatkan tekanan dari pihak asing, khususnya di 
PT IMIP, mengingat PT IMIP merupakan kerja sama antara perusahaan 
Indonesia dan China? Apakah perusahaan asal China punya power yang 
lebih besar dalam mengendalikan industri, termasuk dalam bagi hasil?

Informan Di IMIP, pemasok utama adalah PT Bintang Delapan Mineral. Kemudian, 
ada Sulawesi Mining Investment yang merupakan smelter. Ada juga 

164



perusahaan China, Tsinghan Holding. Ketiga perusahaan ini kongsi dan 
membangun IMIP. Dalam posisi ini, negara hanya memberikan izin 
kawasan atau IUP. Kalau kawasannya masuk sebagai hutan lindung, maka 
negara memberikan izin pelepasan kawasan hutan. Artinya, dalam posisi 
ini, pemerintah hanya kasih izin saja. Pendapatan yang diperoleh negara 
hanya pendapatan dari perizinan. Kalau pendapatan hasil nikel, itu 
didapatkan dari dana bagi hasil, royalti, yang menurut kami tidak 
seberapa. Nah, yang namanya pihak swasta, tentu keuntungan produksi itu 
80-90% mereka bagi berdasarkan saham yang mereka kongsikan. Ini 
memang wilayah privat, walhi tidak serta merta bisa masuk. Yang kami 
suarakan hanya sebatas kewenangan negara. Bagaimana negara maupun 
pemerintah daerah jangan melakukan pembiaran terhadap kerusakan 
lingkungan,konflik agraria, atau pelanggaran HAM. 

Hasil yang didapatkan dari kegiatan industri ini bisa disalurkan kepada 
masyarakat melalui APBN atau APBD. Mungkin bisa dilakukan 
penelitian lagi tentang berapa sebenarnya jumlah rupiah yang bisa 
didapatkan dari produksi nikel di Indonesia, khususnya di Sulawesi 
Tengah. 

Peneliti Apakah dari kegiatan yang dilakukan IMIP punya dampak yang besar 
terhadap kehidupan sosial dan budaya terhadap masyarakat yang tinggal 
di sekitar lokasi PT IMIP?

Informan Biasanya dalam perusahaan, ada CSR. Tapi CSR juga tidak seberapa 
untuk kesejahteraan sosial. Justru sebenarnya peran negara untuk bisa 
memperbanyak pendapatan yang dimasukkan dalam APBN dan APBD 
kemudian disalurkan kepada masyarakat untuk mendapatkan hak dasar. 
Kalau di perusahaan kan, setahu saya hanya lewat CSR saja. Itupun tidak 
signifikan. Kadangkala juga terjadi konflik antara organisasi sosial 
masyarakat yang ada di sekitar wilayah pertambangan. Bagi saya memang 
perusahaan tidak ada kemurahan hati sedikitpun bagi kesejahteraan sosial. 
Di IMIP, selain BDM, SMI, ada juga ITSS. Buruh-buruh yang bekerja di 
ITSS kemarin mengalami kecelakaan kerja yang luar biasa. Artinya, 
perusahaan juga mengindahkan kesehatan dan keselamatan para buruh. 
Sedangkan, buruh yang bekerja untuk produksi nikel yang mereka punya 
di industrinya saja tidak mereka perhatikan. Apalagi masyarakat yang 
tinggal di kawasan sekitar. Bagi saya, sebenarnya masih sangat jauh 
harapan dengan kenyataan. Masih penuh dengan masalah. 

Peneliti Apakah dari PT IMIP pernah ada upaya untuk mengurangi dampak buruk 
yang telah dihasilkan? Misalnya, melakukan rehabilitasi, konservasi, dll

Informan Nah, ini yang belum saya tahu. Nanti saya cari informasi. 
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Peneliti Apakah IMIP pernah menghubungi komunitas lokal yang ada di Sulawesi 
Tengah, seperti untuk melakukan konsultasi lingkungan atau komunikasi 
dari apa yang telah disuarakan Walhi?

Informan Sejauh ini belum ada. Bisa jadi mereka menyumbang CSR terhadap 
komunitas lain yang ada di Morowali sudah menjadi indikator mereka. 
Bahwa mereka sudah melakukan pemulihan lingkungan dan sosial. Sejauh 
ini dari Walhi, misalnya kami yang ada di Palu, belum pernah dihubungi. 
Bahkan penyusunan AMDAL pun tidak pernah dilibatkan. Nah, AMDAL 
ini kan di nasional. Mereka menggunakan AMDAL kawasan. Tapi kalau 
yang ada di dalam, tenant-tenant itu, mereka pakai AMDAL kawasan saja. 

Peneliti Mengenai transparansi, dari IMIP transparansi masih kurang ke 
masyarakat lokal?

Informan Iya, transparansinya masih kurang. Atau misalkan mereka menganggap 
yang dilakukan itu sudah cukup transparansi, sudah diketahui publik, 
walaupun sebenarnya belum masif. 

IMIP itu punya website. Mereka bisa menggunakan website untuk 
menyampaikan tentang langkah apa yang dilakukan untuk melakukan 
pemulihan lingkungan. 

Peneliti Apakah ada alternatif atau solusi yang diusulkan oleh WALHI untuk 
mengurangi dampak negatif dan memaksimalkan manfaat dari 
pertambangan bagi masyarakat lokal?

Informan Seperti yang saya sampaikan awal tadi bahwa salah satu penyebab 
perubahan iklim disebabkan karena naiknya suhu bumi itu adalah 
penggunaan batubara. Selain alih fungsi lahan, penebangan hutan, 
kendaraan bermotor, lalu kemudian sampah ya, terutama sampah organik. 
Tetapi yang dominan penyumbang CO2 yang mengakibatkan kenaikan 
suhu bumi itu kan deforestasi dan penggunaan batubara. Sebaiknya, 
memang kawasan-kawasan industri pengolahan nikel yang ada di 
Morowali maupun Morowali Utara yang masih menggunakan PLTU yang 
digunakan untuk kebutuhan sendiri sebaiknya diganti penggunaan 
energinya. Jangan menggunakan fosil batu bara tetapi menggunakan 
energi yang lain, seperti energi terbarukan sehingga menekan laju CO2 di 
udara. Dengan begini, perubahan iklim itu bisa terminimalisir lah. Begitu 
sikap dan permintaan kami di Walhi. Bahkan kami ingin penggunaan 
batubara dihilangkan sama sekali. Jangan seperti surat edaran Gubernur 
yang mengatakan pengurangan 10% saja. Kalau menurut saya memang 
100% batubara dihilangkan begitu. 
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Hal lainnya seperti konflik-konflik lahan yang ada di kawasan itu juga 
seharusnya bisa diselesaikan dengan cermat. Bisa diselesaikan secara teliti 
oleh pihak perusahaan karena kadang kala misalkan perusahaan sudah 
membeli atau melakukan pelepasan kawasan atau pelepasan tanah, mereka 
membeli di salah satu pihak lalu kemudian ketika dilakukan pembangunan 
sarana prasarana ada pihak lain yang mengklaim bahwa itu tanahnya. Itu 
artinya bahwa setiap perusahaan tidak teliti sehingga terjadilah konflik 
dan seterusnya kan. Terus yang lainnya memang ya semuanya tentu 
berdampak pada kesehatan masyarakat kan baik itu ISPA maupun 
pencemaran yang lainnya misalkan penyakit kulit dan seterusnya. Belum 
lagi misalkan persawahan yang dimasuki oleh limbah pembongkaran 
tambang, ketika hujan kan rasanya masuk ke sawah artinya kehidupan 
sosial ekonomi ya itu mesti diperhatikan begitu tidak hanya lewat CSR 
tapi diperhatikan. Begitu kurang lebih.
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Lampiran 2. Transkrip Rekaman Wawancara dengan Walhi Jabar

Nama Informan: Inas

Posisi Informan: Direktur Walhi Jabar

Tanggal, Waktu: 30 April 2014

Tema Wawancara: Implementasi Prinsip EC dalam KCIC

Keterangan Materi Wawancara

Peneliti Bagaimana pendapat WALHI Jabar tentang dampak lingkungan yang 
ditimbulkan oleh aktivitas pembangunan KCIC?

Informan Pengalaman kami yang melakukan advokasi di KCIC ini, kami 
bertemu langsung dengan masyarakat terdampak di salah satu wilayah 
di perbatasan antara Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat. Di 
sana, ada satu terowongan atau bukit yang biasa kita sebut sebagai 
bukit Gunung Bohong atau Bullshit Mountain. Terdapat masyarakat di 
bawah gunung tersebut. Mungkin sih secara physically dia bukan 
gunung ya, tapi bukit gitu. Jadi ada masyarakat yang tinggal di bawah 
bukit tersebut. 

Kalau kita ngomongin dampaknya, kondisi psikologi dulu ketika belum 
terjadi konstruksi KCIC, terutama mereka membongkar kan dalam 
artian melubangi gunung tersebut. Ini secara fisiknya. Kalau saya 
mengilustrasikan, mereka mengebor batuan tersebut. Awalnya, 
masyarakat secara posisi psikologis tidak terganggu, lalu juga secara 
keamanan terhadap konstruksi juga tidak terganggu. Nah, ketika 
tiba-tiba ada konstruksi KCIC, keadaan tersebut sudah mulai 
terganggu. Pertama, secara infrastruktur, bangunan rumah mereka itu 
sudah mulai retak-retak. Jadi bangunan mereka retak-retak. Ini 
menunjukkan bahwa ada sesuatu hal yang tidak konsisten yang 
dilakukan oleh KCIC. Ketidakkonsistenan ini mungkin lebih karena 
mereka mengejar target sehingga yang tadinya itu mereka tidak 
melakukan pengeboman, tapi pada akhirnya mereka melakukan bom. 
Dalam amdalnya, mereka seharusnya tidak menggunakan bom. 
Harusnya pakai bor saja. Karena secara hitung-hitungan durasi waktu 
lebih singkat jika menggunakan bom, akhirnya mereka menggunakan 
bom itu. 

Nah, penggunaan bom itu, ya, satu, secara AMDAL yang mereka buat 
itu sudah melanggar. Terus juga penggunaan bom ini, kalau dikaitkan 
dengan hubungannya tentang letak geografis kami di Bandung ini, kan 
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punya namanya Sesar Lembang ya. Kalau perspektif kebencanaan, 
kami khawatir ketika pada waktu itu sering melakukan bom, itu 
menjadi pemantik terjadinya gerakan Sesar Lembang atau gerakan 
patahan Lembang yang menyebabkan gempa bumi. Jadi, kami melihat 
soal konstruksi di KCIC ini, pertama, kami lihat bahwa secara 
dokumen AMDAL itu sudah menyalahi karena mereka tidak 
melakukan pengeboran, tetapi pengeboman. Terus, secara kami 
mendampingi warga itu juga telah mengganggu psikologis warga, gitu, 
karena selain memang suara dari guncangan bom itu kan juga warga 
rasakan gitu, sehingga warga secara psikologi mendapatkan tekanan 
kepanikan gitu dari kondisi itu. Ditambah lagi, yang terbaru beberapa 
bulan lalu, kami masih musim hujan, sekitar dua bulan yang lalu. Kami 
dapat, saya terutama, saya dapat update dari warga, kalau di depan 
rumahnya itu mulai ada longsor kecil-kecilan. Jadi, dari penutupan 
yang dilakukan, mungkin batu terus ditutup oleh tanah, nah, tanah itu 
sudah mulai terjadi longsor-longsoran. Itu yang juga kami dapat update 
dari warga. Jadi, posisinya ketika pertanyaan tadi konstruksi itu yang 
bisa kami ceritakan, ya.

Peneliti Bagaimana pandangan Walhi mengenai AMDAL dari KCIC? Apalagi, 
AMDAL KCIC dibikin dalam waktu yang singkat?

Informan Kami juga sepakat, gitu ya. Kita sepemahaman bahwa AMDAL ini kan 
dibuat secara ilmiah, ya, dia tidak dibuat secara plagiat. Kan dia sangat 
harus ilmiah gitu karena dengan adanya ilmiah itu kan dia AMDAL ini 
kan secara prinsip, kalau misalkan saya bercerita ulang, ya, atau 
mungkin juga Regina juga sudah sedikit memahami soal AMDAL ini, 
ya, dia kan harusnya bisa mendeteksi baik secara lingkungan hidup 
ataupun secara sosial, gitu. Kalau di bidang kami, salah satunya 
konsentrasinya di lingkungan hidup yang lebih besarnya, ya, harusnya 
kan itu menjadi salah satu konsiderasi ketika misalkan akan ada 
dampak, ya, maka apa yang kita harus selesaikan, misalnya. 

Nah, yang tidak pernah bisa dijawab dari AMDAL KCIC itu adalah 
ketika mereka menghilangkan atau merubah salah satu sumber mata air 
yang ada di titik-titik pembangunan. Nah, itu yang tidak bisa kita 
toleransi, karena kami di Walhi itu sudah menyatakan bahwa 
pembangunan yang menghilangkan sumber mata air itu, itu sama saja 
dia telah menghilangkan banyak nyawa. Itu yang kami sudah sering 
sampaikan. Karena buat kami, ya, prinsip air itu, itu harga mati lah, 
istilahnya begitu. Itu yang kadang-kadang banyak, ya, kalau misalkan 
saya cerita melebar sedikit, bukan hanya KCIC saja, itu di beberapa 
proyek lain juga kadang begitu. Jadi, itulah yang kenapa kami juga 
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banyak mendapatkan hal-hal yang tidak konsisten yang terdapat di 
AMDAL. 

Misalnya, beberapa tahun lalu, yaitu di tahun 2020, sebelum bulan 
Maret ke April di salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten 
Bandung Barat, itu pernah terjadi kebanjiran yang dulu sebelum ada 
KCIC itu tidak pernah banjir wilayah itu. Jadi, setelah ada KCIC, 
wilayahnya jadi banjir. Nah, itu juga salah satu fakta, ya, salah satu 
fakta yang kita temukan, dari situasi apa yang ada dan disampaikan di 
dalam AMDAL itu juga di dalam konstruksinya itu dia sudah banyak 
terjadi dampak-dampak lingkungan. Itu yang kami konsentrasikan 
ketidaksetujuan kami.

Peneliti Apa dampak lingkungan yang paling signifikan?

Informan Yang signifikan, menurut analisis kami, ya, itu salah satunya soal ada 
beberapa fungsi bentang kondisi struktur demografi yang berubah. Itu 
yang kami lihat. Selain itu, yang tadi disampaikan bahwa ada beberapa 
sumber mata air yang selain dia menghilang, dia berubah. Jadi, 
mungkin di sungai bawah tanahnya yang kita nggak bisa lihat juga. Ya, 
itu berubah dari yang tadinya sumber mata air. Nah, sekarang itu udah 
nggak ada. Jadi, perubahannya itu, itu kondisi dari konstruksi yang 
terjadi.

Peneliti Apakah dari pihak KCIC ada usaha untuk mendengarkan concern yang 
datang dari komunitas sosial, seperti Walhi? Apakah mereka punya 
usaha untuk memperbaiki dampak yang telah terjadi?

Informan Kalau untuk itu, mereka ada, tapi kalau dari perspektif kami, ya itu 
hanya seremonial aja ya. Karena misalkan begini, warga yang 
terdampak langsung, yang juga beberapa bulan lalu, sekitar 3 bulan 
lalu, kami juga bertemu dengan Komnas HAM di Bandung, karena 
Komnas HAM sedang menginventarisir kejadian-kejadian dari 
program strategis nasional yang ada di Jawa Barat. Jadi, kami juga 
menghadirkan warga yang terdampak KCIC dan menyampaikan juga, 
jadi warga banyak menyampaikan hal-hal yang mereka rasakan dan 
ketidakkonsistenan yang dilakukan oleh KCIC. Jadi, mereka bukan 
hanya menyampaikan dari perspektif yang teruji ya, karena kejaran 
mereka bukan dari perspektif ganti rugi gitu, tapi kejaran mereka 
bagaimana mereka mengkhawatirkan air bawah tanah mereka yang 
bisa saja menghilang gitu, ya, karena banyak studi yang mereka dapat 
dari beberapa ahli di kota Bandung, beberapa universitas itu yang tidak 
sesuai yang dilakukan oleh KCIC itu sendiri. Jadi, itu salah satu ini, ya, 
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salah satu yang banyak sekali masyarakat, terutama di masyarakat 
Gunung Bohong, yang disampaikan. 

Peneliti Apakah ada ganti rugi kepada masyarakat terdampak oleh KCIC?

Informan Masyarakat yang terkena dampak, ketika saya ikut mendampingi dan 
mendengarkan secara langsung, tidak melihat langsung proses-proses 
di lapangan seperti itu, tapi dari pengalaman kami dalam kasus lain, 
sepertinya urusan ganti rugi pasti akan muncul ketika ada proyek 
pembangunan strategis nasional. Namun, masalahnya biasanya juga 
cukup banyak.

Peneliti Apa dampak sosial dan ekonomi dari pembangunan KCIC?

Informan Ini bisa dianggap sebagai analisis atau pandangan kami saja. Saya tidak 
tahu apakah Regina pernah mengalami perjalanan dari Jakarta ke 
Bandung atau tidak, tetapi jika ya, ini hanya sebatas perbandingan atau 
refleksi kami sebagai orang Bandung. Akses transportasi dari Bandung 
ke Jakarta sudah sangat baik, terdapat jalur kereta api warisan Belanda 
yang masih digunakan sejak saya kecil, dan sekarang masih beroperasi. 
Selain itu, sebelum ada jalan tol, kami punya jalan provinsi dan jalan 
nasional yang menghubungkan Bandung dan Jakarta. Bahkan, kami 
memiliki banyak bus dan travel jika tidak menggunakan tol. Jadi, 
perjalanan ke Jakarta sudah cukup mudah. Namun, kami merasa sulit 
jika ingin menggunakan bandara internasional karena harus ke 
Soekarno-Hatta di Cengkareng, tanpa adanya tol. Ini adalah 
perbandingan panjang, tetapi sebenarnya, menurut kami, kehadiran 
kereta cepat tidak sepenuhnya diperlukan. Sebenarnya, infrastruktur 
transportasi kami sudah cukup. Apapun yang terjadi, apakah itu berarti 
berhutang atau tidak, akhirnya akan dilakukan, karena inilah keputusan 
dari program strategis nasional. Jadi, kemungkinan besar, pandangan 
kami terhadap proyek kereta cepat adalah tentang meminjam lebih 
banyak uang.

Regina, salah satu ketidaksetujuan kami sebagai pegiat lingkungan 
bukan hanya dari perspektif lingkungan, tapi juga dari perspektif 
infrastruktur dan sosial. Secara sosial, Regina perlu tahu bahwa di 
Bandung, terutama di Kota Bandung, kami dikelilingi oleh wilayah 
penyangga, yaitu Kawasan Bandung Utara dan Bandung Selatan. 
Selama ini, kami mengandalkan layanan lingkungan dari kedua 
wilayah tersebut. Jika kedua wilayah tersebut ekologisnya tidak baik 
atau tidak dapat mendukung kami, kami akan mengalami layanan yang 
kurang optimal. Kami sudah melakukan advokasi terhadap kedua 
kawasan ini selama hampir 10-15 tahun terakhir, walaupun 
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pembangunannya tetap dilanjutkan. Persinggahan terakhir kereta cepat 
berada di Tegal Luar, yang posisinya berada di lahan sawah. Sebelum 
operasi kereta cepat, perusahaan air minum sudah memasang pipa 
besar untuk suplai air dari wilayah Bandung Selatan, salah satunya 
adalah kecamatan Ciwidey. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi 
perubahan iklim, terutama di hulu, sangat mempengaruhi pasokan air 
bagi wilayah Kota Bandung. Di Jawa Barat, lahan kritis semakin 
banyak terutama dalam hutan, dan data yang kami miliki menunjukkan 
bahwa hutan kritis semakin bertambah.

Dan hal ini juga terjadi di wilayah-wilayah penyangga atau daerah 
tangkapan air. Lahan kritis di wilayah hulu dan dataran tinggi juga 
menjadi permasalahan. Di sisi lain, di wilayah hilir atau yang dilalui 
oleh kereta cepat, juga membutuhkan pasokan air yang cukup besar 
untuk memenuhi kebutuhan mereka. Oleh karena itu, orang-orang yang 
tinggal di wilayah tersebut tidak hanya akan menggunakan kereta cepat 
untuk perjalanan dari Jakarta ke Bandung dan sebaliknya, tetapi juga 
sebagai tempat tinggal. Wilayah ini pasti membutuhkan banyak 
layanan lingkungan, terutama terkait air, seperti yang saya jelaskan 
sebelumnya kepada Regina. Banyak aspek yang harus dipertimbangkan 
dalam ketidaksetujuan kami, selain dari hasil pendampingan dan 
analisis yang kami lakukan. Namun, secara sosial, dampaknya masih 
perlu dianalisis lebih lanjut. Misalnya, bagaimana pendapatan asli 
daerah (PAD) Kota Bandung akan terpengaruh setelah kereta cepat 
beroperasi? Apakah akan ada peningkatan wisata atau bisnis lainnya? 
Hal-hal tersebut masih perlu diteliti lebih lanjut.

Secara jujur, Regina, kami belum melakukan analisis tentang berapa 
persentase pendapatan yang akan diperoleh Kota Bandung dari 
kehadiran kereta cepat ini, karena kereta cepat ini menghubungkan 
Jakarta dan Bandung, bukan tempat-tempat wisata. Namun, dari segi 
analisis, kami hanya bisa menyampaikan sejauh ini. Saat ini, kami 
belum bisa menyampaikan apakah APBD Kota Bandung naik seberapa 
persen dengan adanya kereta cepat ini, karena kami belum melakukan 
analisis tersebut. Namun, kami terdorong oleh apa yang Regina 
sampaikan sebelumnya, bahwa kami juga akan melakukan analisis 
terkait hal ini. Misalnya, berapa persentase dari Pendapatan Asli 
Daerah (PAD) Kota Bandung yang berasal dari kereta cepat ini, atau 
mungkin pendapatan dari kehadiran kereta cepat ini tidak dihitung 
sebagai PAD Kota Bandung sama sekali. Itu menjadi salah satu PR 
kami, sehingga kami dapat menyampaikan bahwa mungkin tidak ada 
hubungan langsung antara kondisi sosial masyarakat dengan adanya 
KCIC ini. Ada dugaan bahwa hal itu bisa menjadi suatu permasalahan 
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yang jauh berbeda, mirip dengan pepatah "jauh panggang dari api". 
Salah satu kecurigaan kami adalah mungkin kebiasaan bertahun-tahun 
tersebut bisa terganggu, misalnya, ketika pedagang tidak bisa lagi 
berjualan di stasiun-stasiun. Namun, yang belum kami hitung adalah 
berapa banyak orang non-warga Kota Bandung yang datang ke 
Bandung menggunakan kereta cepat, dan apa tujuannya. Hampir pasti, 
mereka adalah wisatawan, walaupun jauh dan mungkin ini juga 
merupakan sesuatu yang dianggap oleh Regina.

Melihat dari perspektif yang berbeda, teman saya yang terlibat dalam 
lingkungan, berpandangan bahwa ini bisa menjadi peluang untuk 
menciptakan destinasi wisata baru. Menurutnya, dari sudut pandang 
yang lebih luas, mungkin ada orang-orang dengan wawasan bisnis yang 
melihat potensi ini. Mereka mungkin sudah mulai mempertimbangkan 
hal itu. Misalnya, dari sudut bisnis, sekarang orang-orang dapat pergi 
bolak-balik antara Jakarta dan Bandung dengan mudah, tapi dengan 
penyesuaian waktu yang tepat, itu bisa menjadi lebih. Saya belum bisa 
memberikan banyak informasi tentang di mana posisinya sekarang 
dalam hal kondisi sosial dan ekonomi. 

Peneliti Apakah selama tahap konstruksi KCIC, baik dari KCIC maupun 
pemerintah pernah melibatkan teman-teman komunitas lingkungan?

Informan Dari awal, kami sudah memutuskan untuk menolak. Saya tidak yakin 
dengan pandangan teman-teman lain, atau organisasi lain, tapi bagi 
kami, tidak ada partisipasi. Jadi begini, ketika terjadi longsor misalnya 
di wilayah Kabupaten Purwakarta, yang juga dilewati oleh jalur kereta 
cepat, ini adalah program nasional. Terkadang Pemerintah Daerah tidak 
menyediakan anggaran darurat. Ketika mereka berdiskusi dalam proses 
perencanaan dari awal, mulai dari tingkat desa, kecamatan, hingga 
kabupaten, tampaknya para kabupaten yang dilintasi oleh proyek ini 
tidak menyediakan dana darurat. Misalnya, jika ada bencana di desa 
yang dilintasi oleh proyek kereta cepat, mereka mungkin akan 
mengatur pos darurat. Tetapi terkadang pemerintah daerah tidak ingin 
memprioritaskan ini pada tahap awal, karena mereka lebih fokus pada 
program nasional yang sudah berjalan. Ketika ada keluhan dari 
masyarakat, mereka sering kali menunda untuk menanggapi, karena 
program nasional tersebut diutamakan. Ada beberapa kasus di mana 
warga melakukan protes, tetapi jawabannya adalah bahwa ini adalah 
program nasional dan harus disampaikan kepada kementerian terkait. 
Jadi pemerintah daerah tidak bisa langsung bertindak tanpa izin dari 
pemerintah pusat. Kami mendengar langsung dari masyarakat, 
sehingga kami tidak terlalu banyak terlibat dalam proses ini. Selain itu, 
seperti yang disampaikan Regina, prinsip pembangunan baik di dalam 
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maupun di luar negeri, terutama terkait biaya, ini belum sesuai. Ini 
masih jauh dari harapan kami, dan bahkan jika klaimnya biasa saja, 
kita bisa mengontranya.

Peneliti Bagaimana pandangan Walhi terhadap aktor yang terlibat dalam 
KCIC?

Informan Melihatnya secara langsung, memang jelas bahwa jumlah pekerja 
mereka lebih banyak dibandingkan dengan pekerja dari pihak kita. Dari 
situasi ini, bisa disimpulkan bahwa mungkin SDM kita belum siap 
untuk program-program strategis nasional seperti ini. Mereka yang 
memberikan pinjaman juga mendatangkan pekerja mereka sendiri. 
Saya tidak ingin terperangkap dalam masalah ini, Regina, karena ini 
bisa menjadi seperti ini: misalnya, dalam hal pekerjaan, banyak orang 
kita yang bekerja di negara mereka, begitu juga sebaliknya. Tetapi 
menurut kami, masalahnya bukan tentang siapa yang memiliki lebih 
banyak pekerjaan. Mungkin teman-teman di lembaga lain memiliki 
analisis yang lebih dalam tentang ini, tetapi bagi kami, mungkin karena 
mereka yang menyiapkan semuanya, termasuk spesifikasi kereta, dan 
saat mengecek, SDM kita ternyata belum siap untuk mengeksekusi 
spesifikasi tersebut. Mulai dari produksi hingga pengoperasian kereta, 
semuanya telah disiapkan oleh mereka. Ketika kita mencoba untuk 
melatih SDM di Indonesia, ternyata tidak banyak yang bisa dilakukan 
dalam waktu yang ditentukan. Misalnya, jika kita ambil 4 bulan dari 24 
tahun untuk melatih SDM kita, sementara seharusnya cukup 3 bulan, 
kita masih belum melatih mereka sepenuhnya. Maka lebih baik 
mendatangkan orang dari luar yang sudah siap. Hal-hal seperti ini 
membuat pemerintah kita sulit untuk bernegosiasi. Ini menunjukkan 
bahwa SDM kita belum sepenuhnya disiapkan. Meskipun kami tidak 
memiliki banyak pengalaman dalam hal tenaga kerja asing atau lokal di 
Indonesia.

Peneliti Bagaimana dengan transparansi dari KCIC?

Informan Tentang transparansi pembangunan, program-program dari Cina yang 
ada di Indonesia banyak dikritik karena kurangnya transparansi, seperti 
pada proses AMDAL dan jumlah pekerja yang tidak terungkap. Jika 
kita melihat transparansi dari pembangunan kaca, selama melakukan 
advokasi untuk transparansi ini, sebenarnya kami juga bingung. Jadi, 
kami tidak banyak melihat transparansi dalam hal ini karena banyak 
program strategis nasional yang hadir di Jawa Barat, termasuk program 
KCIC, yang dampaknya cukup signifikan terhadap lingkungan kami. 
Namun, dalam hal transparansi, kami tidak menemukan banyak 
informasi, terutama karena kontroversi sejak awal pembangunan 

174



KCIC. Pada waktu itu, saat melakukan pengeboran di Kabupaten 
Bandung, terjadi ledakan pipa Pertamina, yang mungkin menjadi bukti 
tergesa-gesa dalam proyek ini. Selain itu, dari sisi teknis, kami juga 
melihat bahwa ada jalur pipa minyak yang harus diperhatikan secara 
lebih mendalam. Nah, itu juga tidak terdeteksi sejak awal sudah sangat 
kontroversial. Di pihak kami, sejak awal kami merasa tidak perlu 
kehadirannya begitu mendesak. 

Peneliti Apakah ada alternatif atau solusi yang diusulkan oleh WALHI untuk 
mengurangi dampak negatif dan memaksimalkan manfaat dari 
pertambangan bagi masyarakat lokal?

Informan Untuk kami, Regina, sebetulnya posisi pertanyaan yang tadi seperti ini: 
"Ya udahlah, ini sudah terlanjur terjadi, ya sudah, mau apa lagi?" Ini 
sudah terjadi, namun bagi kami, keterlanjuran ini bukan alasan yang 
kuat, karena sebenarnya itu bukan keinginan kami juga. Artinya, kami 
tidak bisa hanya pasrah begitu saja. Kalau kami merekomendasikan 
sesuatu ke pemerintah, itu berarti seolah-olah kami sudah setuju dari 
awal, padahal tidak. Jadi, kami tidak akan merekomendasikan apa pun 
ke pemerintah. Karena, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, dari 
awal kita sudah memiliki transportasi yang memadai, seperti jalan tol 
dan kereta api. Kehadiran kereta cepat ini, dipandang dari perspektif 
pemerintah, bukan dari perspektif kami sebagai publik yang tinggal di 
sepanjang jalur kereta cepat. Jadi, partisipasi dalam keputusan ini tidak 
terjadi secara memadai. Seharusnya ada konsultasi publik yang 
dilakukan sebelum mengambil keputusan untuk berhutang. Misalnya, 
dari hasil konsultasi tersebut, bisa disampaikan pendapat warga Jakarta 
dan Jawa Barat.

Ini bukan masalah iya atau tidak, tapi bagaimana kami, sebagai publik, 
bereaksi terhadap situasi ini. Kami perlu mengiyakan atau menolak, 
dan dari situ, terjadi pemikiran-pemikiran pembangunan yang harus 
dilakukan secara bersama. Misalnya, bagaimana cara kita membayar 
hutang ini, dalam berapa lama, apakah 20 tahun, 30 tahun, atau 40 
tahun? Jika dalam 40 tahun, dari mana sumbernya? Apakah dari 
penjualan tiket kereta cepat? Jika tidak cukup, dari mana lagi? Apakah 
harus melakukan eksploitasi alam di wilayah lain, misalnya di 
Sulawesi? 

Tapi, ketika kita melakukan eksploitasi alam di wilayah lain, kita harus 
bertanya, apakah wilayah lain juga mendapat manfaat yang sama 
seperti kami di Jawa? Ataukah mereka malah menderita lebih banyak 
secara lingkungan, sosial, dan ekonomi? Jadi, sementara kami 
menikmati kereta cepat di sini, saudara-saudara kita di wilayah lain 
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mungkin menderita akibat pembangunan tersebut. Ini bukanlah adil. 
Seharusnya, ini menjadi bagian dari konsultasi publik sejak awal, di 
mana kita semua memiliki suara dalam pembangunan ini.

Kami memiliki banyak pakar di berbagai bidang di Indonesia yang bisa 
turut serta dalam diskusi ini. Mereka bisa memberikan pandangan yang 
berbeda, termasuk dari segi geopolitik internasional. Dengan demikian, 
kita bisa memiliki lebih banyak pilihan dari awal, bukan seperti 
sekarang di mana pilihan sudah sangat terbatas. Ini adalah alasan 
mengapa kami konsisten dalam penolakan kami, karena kami percaya 
bahwa kita sudah memiliki cukup.
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Lampiran 3. Dokumentasi Wawancara

1. Wawancara bersama Walhi Sulteng

2. Wawancara bersama Walhi Jabar
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Lampiran 4. Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA
PENELITIAN SKRIPSI DENGAN JUDUL

IMPLEMENTASI PRINSIP ECOLOGICAL CIVILIZATION DALAM PROGRAM 
BELT AND ROAD INITIATIVE DI INDONESIA

LIST RENCANA INFORMAN:
1. Walhi Jawa Barat
2. Walhi Sulawesi Tengah

MEKANISME WAWANCARA:
1. Wawancara dilaksanakan dengan atas kesediaan interviewer dan informan,
2. Wawancara dapat dilakukan sesuai kesepakatan interviewer dan informan menggunakan 

media dan/atau platform apa, kapan, dan dimana pelaksanaan proses wawancara,
3. Hasil wawancara akan digunakan untuk mendukung penulisan skripsi saudari Regina Farah 

Nafilah selaku mahasiswi Ilmu Hubungan Internasional dalam menuntaskan program sarjana 
di Universitas Hasanuddin,

4. Wawancara dilakukan berdasarkan konsen dari informan.

PERTANYAAN:
1. Walhi Sulawesi Tengah

a. Bagaimana pendapat WALHI Sulawesi Tengah tentang dampak lingkungan yang 
ditimbulkan oleh aktivitas pertambangan di Indonesia Morowali Industrial Park?

b. Bagaimana sikap pemerintah daerah di Sulawesi Tengah mengenai isu yang terjadi? 
Apakah sikapnya sama seperti pemerintah pusat yang mementingkan hilirisasi? 
Mungkin ada kecenderungan sikap yang berbeda antara sikap pemerintah daerah dan 
pusat mengenai isu ini?

c. Apakah Indonesia mendapatkan tekanan dari pihak asing, khususnya di PT IMIP, 
mengingat PT IMIP merupakan kerja sama antara perusahaan Indonesia dan China? 
Apakah perusahaan asal China punya power yang lebih besar dalam mengendalikan 
industri, termasuk dalam bagi hasil?

d. Apakah dari kegiatan yang dilakukan IMIP punya dampak yang besar terhadap 
kehidupan sosial dan budaya terhadap masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi PT 
IMIP?

e. Apakah dari PT IMIP pernah ada upaya untuk mengurangi dampak buruk yang telah 
dihasilkan? Misalnya, melakukan rehabilitasi, konservasi, dll

f. Berarti, dari PT IMIP juga tidak pernah menghubungi komunitas lokal yang ada di 
Sulawesi Tengah, seperti IMIP untuk melakukan konsultasi lingkungan atau 
komunikasi dari apa yang telah disuarakan Walhi?

g. Mengenai transparansi, dari IMIP transparansi masih kurang ke masyarakat lokal?
h. Apakah ada alternatif atau solusi yang diusulkan oleh WALHI untuk mengurangi 

dampak negatif dan memaksimalkan manfaat dari pertambangan bagi masyarakat 
lokal?
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2. Walhi Sulawesi Tengah
a. Bagaimana pendapat WALHI Jabar tentang dampak lingkungan yang ditimbulkan 

oleh aktivitas pembangunan KCIC?
b. Bagaimana pandangan Walhi mengenai AMDAL dari KCIC? Apalagi, AMDAL 

KCIC dibikin dalam waktu yang singkat?
c. Apa dampak lingkungan yang paling signifikan?
d. Apakah dari pihak KCIC ada usaha untuk mendengarkan concern yang datang dari 

komunitas sosial, seperti Walhi? Apakah mereka punya usaha untuk memperbaiki 
dampak yang telah terjadi?

e. Apakah ada ganti rugi kepada masyarakat terdampak oleh KCIC?
f. Apa dampak sosial dan ekonomi dari pembangunan KCIC?
g. Apakah selama tahap konstruksi KCIC, baik dari KCIC maupun pemerintah pernah 

melibatkan teman-teman komunitas lingkungan?
h. Bagaimana pandangan Walhi terhadap aktor yang terlibat dalam KCIC?
i. Bagaimana dengan transparansi dari KCIC?
j. Apakah ada alternatif atau solusi yang diusulkan oleh WALHI untuk mengurangi 

dampak negatif dan memaksimalkan manfaat dari pertambangan bagi masyarakat 
lokal?
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